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ABSTRAK 

PERANAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM 

MEMBANTU MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP 

PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2020 

 

Oleh 

SUCI DEVI TAMARA 

 Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekerasan seksual yang cukup 

tinggi. Menurut hasil studi dari perusahaan riset di Singapura, Value Champion, 

menyatakan bahwa dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, Indonesia sebagai 

negara yang paling tidak aman bagi perempuan urutan kedua setelah India diikuti 

oleh Filipina di urutan ketiga. UN Women sebagai organisasi internasional yang 

bergerak dalam kesetaraan gender tentu turut serta dalam upaya menangani 

kekerasan seksual di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran UN Women 

sebagai organisasi interniasional menangani isu kekerasan berbasis gender 

terutama kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan teori peran OI oleh Clive 

Archer. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi  internasional oleh 

Clive Archer yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen 

serta konsep sexual gender-based violence (SGBV). Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder terkait kekerasan 

berbasis gender terutama kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women telah menjalankan 

perannya sebagai organisasi internasional, yang pertama sebagai instrumen 

dibuktikan melalui upaya pemerintah Indonesia dalam menggunakan UN Women 

sebagai alat untuk mencapai kepentingannya dalam melindungi PMI perempuan 

Indonesia dari diskriminasi. Lalu yang kedua yaitu UN Women menjadi arena 

bagi  badan-badan antar pemerintah, seperti Kementerian PPPA, Komnas 

Perempuan, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan dan program serta 

norma-norma terkait perlindungan perempuan. Terakhir UN Women sebagai 

aktor independen mencakup kemampuan untuk bergerak tanpa adanya tekanan 

politik dari pihak-pihak di luar organisasi, sehingga organisasi ini dapat 

mengambil tindakan yang objektif dan proaktif untuk mempromosikan kesetaraan 

gender dan melawan kekerasan terhadap perempuan.  

 

Kata Kunci: Indoneia, KBG, kekerasan seksual, UN Women 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

THE ROLE OF UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) IN 

HELPING TO ADDRESS SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN 

INDONESIA 2018-2020 

 

By 

SUCI DEVI TAMARA 

Indonesia is a country with a high number of sexual violence. According to the 

results of a study from a research company in Singapore, Value Champion, it was 

stated that of the 14 Asia Pacific countries analyzed, Indonesia was the second 

most unsafe country for women after India, followed by the Philippines in third 

place. UN Women as an international organization working in gender equality 

certainly participates in efforts to deal with sexual violence in Indonesia. This 

research aims to see how UN Women's role as an international organization 

handles the issue of gender-based violence, especially sexual violence in 

Indonesia, based on role theory by Clive Archer. This research uses Clive 

Archer's theory of the role of international organization, namely as an instrument, 

as an arena and as an independent actor as well as the concept of sexual gender-

based violence (SGBV). This research is qualitative research by collecting 

secondary data related to gender-based violence, especially sexual violence 

against women in Indonesia. The results of this research show that UN Women 

has carried out its role as an international organization, first as an instrument, 

proven through the efforts of the Indonesian government in using UN Women as a 

tool to achieve its interests in protecting Indonesian female PMI from 

discrimination. Then secondly, UN Women becomes an arena for inter-

governmental bodies, such as the Ministry of PPPA, National Commission on 

Violence Against Women, and civil society in formulating policies and programs 

as well as norms related to women's protection. Lastly, UN Women as an 

independent actor includes the ability to act without political pressure from parties 

outside the organization, so that this organization can take objective and proactive 

action to promote gender equality and violence against women. 

 

Keywords: Indonesia, sexual violence, SGBV, UN Women 
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If you can’t be a good person, at least don’t be a bad person 

 

 

 

 

”Our efforts will only be recognized when we graduate. If you don’t pass, in 

people’s eyes we are just people who don’t try enough” 

(Daily Dose of Sunshine) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kekerasan seksual merupakan isu pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) yang banyak terjadi pada perempuan sejak zaman dahulu bahkan 

sampai saat ini, dimana perang melawan diskriminasi terhadap perempuan 

serta kampanye kesetaraan gender menjadi salah satu target tujuan 

pembangunan berkelanjutan secara global (UN Women, 2010). Menurut 

tinjauan global tahun 2013 dari data yang tersedia, 35% perempuan di dunia 

pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau oleh pasangan atau non-pasangan 

(UN Women, 2016). Berbagai negara berupaya untuk memberantas atau 

mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi di negaranya.  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekerasan seksual yang 

cukup tinggi. Menurut hasil studi dari perusahaan riset di Singapura, Value 

Champion, menyatakan bahwa dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, 

Indonesia sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan urutan 

kedua setelah India diikuti oleh Filipina di urutan ketiga (DW, 2019). 

Anastassia Elvanova sebagai analis riset di Value Champion menyatakan 

sikap patriarkal yang masih mengakar kuat baik itu karena pemahaman agama 

atau budaya yang menyebabkan kesejahteraan perempuan di ketiga negara ini 

masih  terbilang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dalam laporan catatan 

tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan) pada tahun 2018-2020 yang ditunjukkan pada Tabel 1 
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tentang Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 

2018-2020 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-2020 

Tahun  Jumlah kasus 

2018 406.178 kasus 

2019 431.471 kasus 

2020 299.911 kasus 

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018-2020 

 

Data tersebut dihimpun dari pengadilan negeri/pengadilan agama 

sejumlah 421.752 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 

14.719 kasus dengan 75% (11.105 kasus) diantaranya merupakan kekerasan 

dalam ranah personal/privat dan 25% (2.807 kasus) merupakan kasus 

kekerasan seksual serta terdapat 2.091 kasus kekerasan seksual dalam ranah 

publik/komunitas, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan 

sebanyak 1.419 kasus, dengan catatan 1.277 kasus merupakan kasus berbasis 

gender dan 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau 

memberikan informasi (Komnas Perempuan, 2021). Sepanjang tahun 2020, 

ada sekitar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan 

Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, lembaga layanan mitra 

Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus dengan jumlah ranah personal 

sebanyak 79% (6.480 kasus) dan terdapat 962 kasus kekerasan seksual dalam 

ranah publik/komunitas, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas 

Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan 

kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis 

gender atau memberikan informasi (Komnas Perempuan, 2021).  

Penurunan yang cukup signifikan terkait jumlah kasus yang terhimpun 

di dalam CATAHU 2020 yang menunjukkan bahwa sebanyak 299.911 kasus 
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yang dapat dilaporkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 

2019 yang mencatat ada sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap 

perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah kuesioner yang dikembalikan 

mengalami penurunan hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah 

kuisioner yang diterima tahun 2019 sebanyak 239 institusi, tetapi pada tahun 

2020 hanya 120 institusi. Namun, sebanyak 34% organisasi yang 

mengembalikan kuesioner menunjukkan adanya peningkatan pengaduan 

kasus selama pandemi. Jumlah pengaduan terhadap Komnas Perempuan juga 

meningkat signifikan sebanyak 60% dari 1.413 di tahun 2019 menjadi 2.389 

di tahun 2020. Beberapa faktor lain menurunnya jumlah kasus kekerasan 

terhadap perempuan yaitu dikarenakan pelaku kekerasan yang merupakan 

orang terdekat korban selama pandemi berlangsung, korban cenderung 

melapor pada keluarga atau diam, korban belum siap melapor dikarenakan 

kondisi pandemi, serta persoalan literasi teknologi. Oleh karena itu, 

kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap 

perempuan di lembaga layanan dan di skala nasional selama masa pandemi 

perlu menjadi prioritas perhatian lembaga pendokumentasian serta dukungan 

dari masyarakat dan pemerintah. (Komnas Perempuan, 2021). 

Banyaknya data mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia, 

diperlukan adanya landasan hukum untuk menekan angka kekerasan seksual 

serta jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual baik itu dalam 

cakupan skala nasional maupun internasional. Pada cakupan nasional, 

Indonesia telah menerapkan kebijakan dalam bentuk undang-undang terkait 

kekerasan terhadap perempuan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 dan telah diubah 

menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,  UU Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta 

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang (Salsabilla, 

2022). 

Sedangkan dalam cakupan internasional dibentuklah United Nations 
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Women (UN Women) sebagai organisasi internasional yang mendukung 

negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menetapkan standar 

global untuk mencapai kesetaraan gender. UN Women merupakan entitas PBB 

yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Tujuan UN Women tentu saja sejalan dengan Sustainable Development Goals 

(SDGs) yang kelima, yaitu tercapainya gender equality atau kesetaraan gender 

di semua aspek kehidupan. Selama beberapa dekade PBB telah melakukan 

beberapa kemajuan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesetaraan 

gender, termasuk melalui beberapa perjanjian penting seperti Beijing 

Declaration and Platform for Action pada tahun 1995 dan Convention on the 

Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada 

tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 

melalui UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan dan sebagai negara anggota PBB, Indonesia tentunya ikut 

berpartisipasi dalam konferensi dan mempunyai kewajiban dalam landasan 

aksi tersebut (Komnas Perempuan, 2019). 

Pembentukan UN Women lahir dari tanggapan Sekretaris Jendral PBB 

terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 63/311 tentang koherensi seluruh 

sistem yang di dalamnya memuat tentang Konvensi Pemberantasan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UN Women, 2009). Kemudian 

pada Januari 2006, Sekjen Ban Ki Moon menyerahkan laporan A/64/588, 

yang berjudul "Proposal Komprehensif untuk Entitas Terpadu untuk 

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan". Sekretaris Jenderal 

memutuskan dalam laporannya bahwa pembentukan entitas baru (dalam hal 

ini, UN Women) akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya. 

Untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

entitas baru harus berusaha untuk memperkuat fokus dan pengaruh kegiatan 

dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di seluruh sistem PBB (Suri, 

Hamka, & Noerzaman, 2020). Bertujuan untuk pemberdayaan dan hak-hak 
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perempuan dan anak perempuan secara global, peran utama UN Women yaitu: 

1. Untuk mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi 

Status Perempuan1 dalam perumusan kebijakan, norma dan standar 

global. 

2. Untuk membantu negara-negara anggota menerapkan standar 

global tersebut, siap memberikan dukungan teknis dan keuangan 

yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya dan untuk 

menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil 

3. Untuk memimpin dan mengkoordinasikan kerja sama sistem PBB 

tentang kesetaraan gender, mempromosikan akuntabilitas, 

termasuk melalui pemantauan berkala mengenai kemajuan sistem 

(UN Women, 2010). 

 

UN Women tidak hanya muncul di negara-negara yang sering terjadi 

pelanggaran HAM, UN Women juga muncul di benua Asia, khususnya 

Indonesia, untuk membantu dalam menangani dan mengakhiri kasus 

kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, tugas UN Women berfokus pada 

pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, mengkampanyekan hak asasi 

perempuan, memberdayakan perempuan untuk berkontribusi dalam 

perdamaian serta pemberdayaan perempuan di tempat kerja, marketplace dan 

komunitas (UN Women, 2010). UN Women juga bekerja sama dengan 

pemerintah dan masyarakat sipil, untuk merancang undang-undang, 

kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar dapat bermanfaat 

bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia termasuk Indonesia 

sebagai salah satu negara anggota PBB (UN Women, 2010). 

Pada praktiknya, guna mendukung penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di Indonesia, pada tahun 2016 UN Women meluncurkan program 

 
1 Komisi Status Perempuan adalah badan antar pemerintah global utama yang secara eksklusif 

didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 
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yang disebut Safe Cities dan Safe Public Space sebagai implementasi peran 

UN Women dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia (Ramadhan N. 

F., Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang 

Publik di Indonesia Periode 2016-2019, 2021). UN Women bekerja sama 

dengan pemerintah Indonesia melalui salah satu lembaga nasional independen 

untuk penegakan hak-hak perempuan yang berfokus pada pemberantasan 

kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dikenal dengan Komnas 

Perempuan (Suri, Hamka, & Noerzaman, 2020). Komnas Perempuan yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, menyatakan 

dalam CATAHU mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang 

tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia (UN Women, 2016). Pada 

tahun 2018 UN Women yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan 

Komnas HAM menyelenggarakan Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism Against Gender Violence yang 

bertujuan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, menyatakan 

bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual adalah 

pelanggaran HAM yang serius (Komnas Perempuan, 2018). 

Pada penelitian ini, UN Women sebagai bagian dari badan PBB dan 

juga sebagai lembaga organisasi internasional yang berdedikasi untuk 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta sebagai penggerak 

global untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan (UN Women, 2010). 

Berlandaskan pada visi kesetaraan yang diabadikan dalam piagam PBB, UN 

Women di seluruh dunia khususnya di Indonesia memiliki peran untuk 

memberantas diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta 

pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam mencapai kesetaraan antara 

perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerimaan manfaat 

pembangunan, HAM, aksi kemanusiaan dan perdamaian serta keamanan (UN 

Women, 2013). 
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1.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini melihat dari beberapa penelitian lainnya sebagai sumber 

rujukan dan untuk mendukung penelitian dari sudut pandang yang berbeda 

terkait topik ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut juga digunakan 

sebagai tahap awal dalam memetakan gambaran awal mengenai peranan UN 

Women dalam menangani isu kekerasan seksual terhadap perempuan di 

Indonesia. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan. 

Penelitian pertama yaitu jurnal yang merupakan karya Rahma Nurul 

Anissa, yang berfokus pada bagaimana upaya UN Women melalui kampanye 

HeForShe di Indonesia tahun 2016-2019 (Anissa, 2021). Isu kesetaraan 

gender di Indonesia masih menjadi isu yang diperbincangkan sampai saat ini. 

Untuk itu UN Women dan Pemerintah Indonesia bekerja sama dalam 

menangani isu kesetaran gender yang disebabkan oleh budaya patriarki dan 

stigma negatif masyarakat mengenai perempuan. Penelitian ini menggunakan 

teori peran organisasi internasional, perspektif feminisme, dan tingkat analisis 

kelompok. Metode penelitian kepustakaan, yaitu memanfaatkan data sekunder 

yang diperoleh daru berbagai literatur seperti buku, jurnal, email, surat kabar, 

laporan tahunan beberapa instansi terkait. 

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dibentuknya UN Women, 

mendeskripsikan tujuan dan peran UN Women, mendeskripsikan UN Women 

di Indonesia, mendeskripsikan fenomena ketidaksetaraan gender di Indonesia, 

mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu 

ketidaksetaraan gender di Indonesia, mendeskripsikan implementasi 

kampanye HeForShe di Indonesia, dan mendeskripsikan kerjasama UN 

Women dan pemerintah Indonesia melalui kampanye HeForShe di Indonesia 

tahun 2016-2019.  
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Penelitian kedua yaitu jurnal yang merupakan karya dari Galuh Artika 

Suri, Hamka dan Ali Noerzaman (Suri, Hamka, & Noerzaman, 2020). 

Penelitian ini berfokus dalam mengkaji peran UN Women sebagai entitas PBB 

yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global atas kesepakatan 

Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi dari PBB. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

literatur (Literature Review Method) dengan bentuk kualitatif yang bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan 

UN Women. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

Literature Review Method dan penyajian data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu berupa teks naratif deskriptif dengan menganalisa 

menggunakan teori organisasi internasional. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan kekerasan terhadap perempuan, mendeskripsikan peranan 

UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di 

Indonesia.  

Penelitian ketiga yaitu jurnal yang merupakan karya dari Iqbal 

Ramadhan dan  Innesia Ma’sumah (Ramadhan & Ma'sumah, 2018). 

Penelitian ini membahas tentang peran dan efektivitas UN Women sebagai 

implementasi nyata dari paradigma Feminis dan merupakan Organisasi 

Internasional yang menjunjung tinggi hak perempuan dalam menyelesaikan 

isu-isu penting terkait dengan perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan 

dan ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan konsep gender dan 

pendekatan keamanan feminis. Penelitian ini juga memberikan kritik terhadap 

dua paradigma utama Hubungan Internasional yaitu Realis dan Liberalis 

dalam keterkaitannya dengan feminis terkait ketimpangan gender dan 

kekerasan terhadap perempuan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan 

gender dan feminisme, mendeskripsikan pendekatan feminisme dalam sudi 

keamanan, mendeskripsikan kritik terhadap realisme, mendeskripsikan 

terhadap liberalisme, mendeskripsikan UN Women dalam mengatasi 

kekerasan terhadap perempuan, memaparkan upaya UN Women dalam 
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mewjudkan kesetaraan gender. 

Penelitian keempat yaitu skripsi yang merupakan karya dari Nurul 

Fazriah Ramadhan (Ramadhan N. F., Peran UN Women Dalam Memberantas 

Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019, 2021). 

Penelitian ini menganalisis mengenai peran UN Women dalam menangani 

kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia pada periode 2016-2019. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui peran UN 

Women dalam menangani kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia 

melalui program-program yang dijalankan oleh UN Women. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

melalui studi pustaka dan wawancara sebagai sumber primer dan sekunder. 

Dalam menganalisis isu pada penelitian ini menggunakan teori 

neoliberalisme-institusional dan konsep organisasi internasional. Penelitian ini 

menyatakan bahwa selain dalam lingkup global, persoalan kekerasan seksual 

di ruang publik di Indonesia penting dibahas karena meningkatnya kesadaran 

sensitif gender seiring perkembangan zaman. Sebagai organisasi internasional, 

UN Women menjalankan perannya dengan melakukan studi penelitian, 

mengalokasikan dana, kerjasama, pengawasan, evaluasi hingga intervensi 

terhadap lapisan yang paling atas hingga yang paling bawah dengan 

berlandaskan SDG’s dan CEDAW.  

Penelitian kelima yaitu jurnal yang merupakan karya dari Agnes Velha 

Yolanda Ardi (Ardi, 2019). Penelitian ini menganalisis mengenai peran UN 

Women dalam mengatasi kekerasan perempuan di Republik Demokratik 

Kongo pada tahun 2011-2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

dan mendeskripsikan peran UN Women dalam mengatasi kekerasan 

perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan hambatan UN Women 

dalam mengatasi kekerasan perempuan di Republik Demokratik Kongo. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sebagai sumber primer dan 

sekunder. Dalam menganalisis isu pada penelitian ini menggunakan konsep 
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organisasi internasional dan konsep kekerasan. Penelitian ini menyatakan 

bahwa munculnya fenomena kekerasan seksual di RDK merupakan salah satu 

dampak dari konflik Perang Kongo I pada tahun 1996 yang melibatkan milisi 

Hutu Rwanda melawan AFDL (Alliance of Democratic Force for the 

Liberation) dan perang Kongo II antara Mai-Mai dan milisi pro Hutu 

melawan para milisi pro Tutsi yang berakhir pada tahun 2003. Banyaknya 

kasus kekerasan terhadap perempuan di RDK walaupun sudah ada upaya dari 

pemerintah dalam negeri dan bantuan pihak luar seperti UN Women sebagai 

sebuah organisasi internasional.  

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diulas dapat dianggap 

sebagai landasan yang kuat bagi penelitian saat ini mengenai peran UN 

Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari tahun 

penelitian, penulis penelitian, hasil penelitian, variabel penelitain dan teori 

serta metode.  

Secara keseluruhan, penelitian ini biasanya memberikan kontribusi 

berupa referensi dan tambahan wawasan bagi peneliti yang mempelajari topik 

tersebut. Pada konteks ini, relevansi penelitian terdahulu terletak pada 

kemampuannya untuk memperkaya diskusi peneliti mengenai upaya UN 

Women sebagai organisasi internasional yang proaktif mengatasi insiden 

kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Setiap kajian bersifat 

unik dan memiliki perspektif berbeda, sehingga berkontribusi pada 

pemahaman yang utuh dan mendukung pengembangan argumen yang kuat. 

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mengungkapkan berbagai kontribusi 

untuk memahami peran UN Women dalam memerangi kekerasan terhadap 

perempuan di Indonesia. Dari rangkuman tersebut terlihat jelas bahwa 

penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting bagi 

landasan teoritis dan praktis penelitian kali ini. Setiap studi memberikan 

perspektif unik, mulai dari analisis kebijakan hingga implementasi program 

lapangan. Dalam konteks ini, referensi-referensi tersebut memberikan 
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landasan yang kuat bagi para peneliti untuk memperkaya perdebatan 

mengenai peran perempuan di PBB.  

Dari ulasan ini, kolaborasi penelitian terdahulu dan saat ini 

membentuk kerangka berpikir yang solid, memberikan gambaran holistik, dan 

mengembangkan pembahasan yang mendalam dan rinci mengenai dampak 

dan pentingnya peran perempuan di PBB Kekerasan terhadap perempuan di 

Indonesia. 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan data dan laporan yang peneliti paparkan sebelumnya, 

maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering ditemui. 

Begitupun kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia sudah menjadi 

isu yang ada sejak dulu dan sampai saat ini pun masih menjadi permasalahan 

utama yang kasusnya masih marak terjadi baik itu yang terjadi di ranah privat 

maupun publik. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai 

kekerasan seksual secara garis besar, Indonesia sebagai negara demokrasi 

yang juga meratifikasi konvensi CEDAW, kemudian memiliki dasar-dasar 

hukum nasional dalam menghapus kekerasan seksual. Oleh karena itu UN 

Women sebagai salah satu bagian dari badan PBB sekaligus lembaga 

internasional tertinggi di dunia, yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan serta sebagai penggerak global hak-hak perempuan 

dan anak termasuk di Indonesia ikut andil dalam pembentukan kebijakan 

terkait penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana peran UN Women dalam membantu 

menangani kekerasan seksual di Indonesia tahun 2018-2020?”  

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab penelitian ini, peneliti merumuskan dua tujuan penelitian, 

sebagai panduan, yaitu: 
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a. Memaparkan isu kekerasan seksual di Indonesia. 

b. Memaparkan mandat UN Women di Indonesia. 

c. Mendeskripsikan apa saja peranan UN Women dalam membantu 

menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 

2018-2020 berdasarkan 3 kategori peranan OI menurut Clive Archer. 

 

1.5 Manfaat Penilitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa 

Hubungan Internasional yang ingin dan akan melakukan penelitian lebih 

lanjut pada mata kuliah yang berkaitan dengan isu gender, kekerasan seksual 

di Indonesia, serta peranan organisasi internasional UN Women dalam 

menangani kekerasan seksual di Indonesia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Landasan Konseptual 

2.1.1 Peranan Organisasi Internasional 

Menurut Samuel Barkin, organisasi internasional adalah organisasi 

antar pemerintah yang inklusif (Barkin, 2006). Organisasi yang inklusif disini 

dapat diartikan sebagai organisasi yang dapat diikuti semua pihak yang 

berkepentingan. Kemudian Clive Archer mendefinisikan organisasi 

internasional sebagai suatu struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk 

atas suatu kesepakatan antara para anggota-anggota baik itu pemerintah atau 

non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk 

mencapai kepentingan bersama para anggotanya (Archer, International 

Organization Second Edition, 2001). 

Clive Archer juga menjelaskan peranan organisasi internasional ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara 

anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kepentingan 

politik luar negerinya hal ini biasa terjadi pada IGO (Interngovernmental 

Organization). Peranan organisasi internasional sebagai instrumen 

dianggap mempunyai suatu kekuatan yang dapat mendukung kepentingan 

nasional suatu negara. Terutama IGO yang anggotanya merupakan negara 

berdaulat dengan kekuatan untuk membatasi tindakan independen 
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organisasi internasional itu sendiri (Archer, International Organization 

Second Edition, 2001).  

Oleh karena itu UN Women sebagai salah satu entitas PBB dapat berperan 

sebagai instrumen bagi Indonesia dalam membantu menyusun strategi 

untuk mengatasi terkait isu kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan 

berbasis gender serta melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan 

implementasi SDGs (Mahardika, 2021). Dalam memperjuangkan 

kepentingan politik luar negerinya, Indonesia menggunakan UN Women 

sebagai instrumen terkait isu kekerasan berbasis gender dan 

pemberdayaan perempuan dalam urusan politik luar negeri di 

Kementerian Luar Negeri RI dimana Indonesia yang merupakan negara 

berdaulat dan merupakan salah satu negara anggota PBB (Prajuli & 

Yustikaningrum, 2018). 

2. Sebagai arena. Dalam hal ini organisasi internasional adalah sebagai 

arena atau forum di mana sebuah tindakan terjadi dan bersifat netral. 

Organisasi internasional merupakan tempat bagi anggota-anggotanya 

untuk membicarakan dan membahas isu-isu yang sedang dihadapi. Dalam 

hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya 

untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat dan bekerja sama dalam membuat 

suatu kebijakan maupun perjanjian-perjanjian internasional (Archer, 

International Organization Second Edition, 2001). Organisasi 

internasional tidak jarang digunakan oleh beberapa negara untuk 

membahas  masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri 

negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. 

Oleh karena itu UN Women dapat menjadi forum atau wadah bagi 

Indonesia dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya yaitu terkait 

kekerasan seksual dan bekerja sama serta membantu pemerintah 

Indonesia dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi 

kekerasan seksual di Indonesia. 

3. Sebagai aktor independen. Dalam hal ini organisasi internasional dapat 



 15 

 

 

 

bertindak dalam melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program 

yang mereka bentuk atau membuat keputusan sendiri tanpa terpengaruh 

secara signifikan oleh kekuatan atau paksaan dari luar organisasi (Archer, 

International Organization Second Edition, 2001).  

Oleh karena itu UN Women dapat berperan sebagai aktor independen 

dalam menjalankan misinya mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan di Indonesia tanpa paksaan atau kekuatan dari pihak luar. 

Berdasarkan pengertian dan definisi yang telah peneliti jabarkan di 

atas mengenai organisasi internasional, dalam hal ini UN Women yang 

merupakan organisasi non-pemerintah internasional (NGO/INGO) dan 

memiliki anggota dari berbagai negara di dunia yang terdiri dari individu, 

masyarakat maupun kelompok swasta atau disebut dengan hubungan 

transnasionalnya. Sebagai suatu organisasi non-pemerintah internasional, UN 

Women memiliki tujuan serta visi dan misi yang jelas, di mana dalam hal ini 

tujuan UN Women adalah untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap 

perempuan dan anak. 

2.1.2 Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) 

Kekerasan seksual berbasis gender (KSBG) mengacu pada setiap 

tindakan yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan didasarkan pada 

norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Hal ini 

termasuk kekerasan fisik, emosional atau psikologis dan seksual serta 

penolakan sumber daya atau akses ke layanan. Kekerasan tersebut meliputi 

ancaman kekerasan dan pemaksaan. SGBV merugikan perempuan, anak 

perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dan merupakan pelanggaran berat 

terhadap hak asasi manusia (UNHCR, 2015).  

Kemudian menurut buku yang ditulis oleh UN Women menyatakan 

bahwa kekerasan terhadap perempuan diwujudkan dalam beberapa rangkaian, 

saling terkait dan terkadang bentuknya berulang. Hal tersebut dapat 

melibatkan pelecehan dan eksploitasi fisik, seksual, psikologis/emosional dan 
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ekonomi serta dapat terjadi di ruang privat maupun publik dan terkadang 

dapat melampau batas-batas nasional. Bentuk-bentuk kekerasan yang 

dimaksud adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, 

pemerkosaan dalam perkawinan, penguntitan, pelecehann seksual, 

perdagangan dan eksploitasi seksual, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin 

perempuan dan praktik-praktik berbahaya yang merupakan atau kontribusi 

pada kekerasan terhadap perempuan (Women, Handbook for National Actions 

Plans on Violence Against Women, 2012). 

Dalam buku yang ditulis oleh World Health Organization (WHO) 

mengartikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk 

mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak 

diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau sebaliknya diarahkan 

terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun 

tanpa memandang hubungannya dengan korban (WHO, 2010). 

Kekerasan seksual sendiri didefiniskan sebagai perlakuan 

mengintimidasi atau pemaksaan yang bersifat seksual dengan janji imbalan 

yang tidak diinginkan atau tidak pantas sebagai imbalan atas bantuan seksual 

(Barickman, 1991). Kekerasan sekual juga dapat mencakup serangkaian 

tindakan mulai dari pelanggaran ringan, hingga pelecehan atau serangan 

seksual (Weiner, 1990). Oleh karena itu diperlukan landasan hukum dalam 

cakupan nasional maupun internasional dan jaminan perlindungan sebagai 

tindakan preventif guna menekan angka kekerasan seksual.  

Berdasarkan ranah/ruang kekerasan seksual terbagi menjadi tiga 

kategori, yaitu ranah privat/relasi personal, ranah publik dan ranah negara. 

Sedangkan menurut Komnas Perempuan dari hasil pemantauan selama 15 

tahun (1998-2003) di Indonesia sendiri kekerasan seksual terbagi menjadi 15 

bentuk yaitu: 

1. Perkosaan 

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan 

3. Pelecehan seksual 
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4. Eksploitasi seksual 

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual 

6. Prostitusi paksa 

7. Perbudakan seksual 

8. Perkawinan paksa termasuk cerai gantung 

9. Pemaksaan kehamilan 

10. Pemaksaan aborsi 

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi 

12. Penyiksaan seksual 

13. Penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual 

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 

mendiskriminasi perempuan. 

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskkriminatif yang beralasan 

moralitas dan agama (Komnas Perempuan, 2019). Menurut Komnas 

Perempuan kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut bukanlah 

daftar final, karena adanya kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan 

seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi mengenai 

hal tersebut. 

Berdasarkan pengertian dan definisi diatas mengenai sexual gender-

based violence dan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat disimpulkan 

bahwa kekerasan terhadap perempuan apapun bentuknya merupakan isu yang 

sering ditemui dalam tingkat domestik maupun skala internasional. 

Menangani isu kekerasan seksual terhadap perempuan tentu saja menjadi 

fokus tujuan UN Women dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 

bagi perempuan di seluruh dunia terutama dalam hal ini Indonesia. 

2.1.3 Peran UN Women dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender 

Seperti yang diketahui, suatu negara membutuhkan peran aktor dalam 

mencapai suatu kepentingannya, salah satunya yaitu organisasi internasional 

dalam membantu menangani kekerasan berbasis gender di suatu negara. 
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Faktanya satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik 

atau seksual, kebanyakan dilakukan oleh pasangan intim. Kekerasan terhadap 

perempuan dan anak perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan 

bentuk kekerasan seperti fisik, seksual, dan mental akan langsung berdampak 

jangka panjang bahkan kematian bagi perempuan dan anak perempuan. 

Kekerasan berdampak negatif terhadap kesejahteraan umum 

perempuan dan mencegah perempuan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. 

Hal itu juga dapat berdampak pada keluarga mereka, komunitas mereka, dan 

negara pada umumnya. Hal tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang luar 

biasa, dari beban yang lebih besar pada perawatan kesehatan hingga biaya 

hukum dan kerugian dalam produktivitas.  

Upaya yang dilakukan organisasi internasional dalam menangani 

kekerasan berbasis gender yaitu dengan adanya Kesepakatan internasional 

seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan 

terhadap Perempuan yang menjunjung tinggi hak perempuan untuk bebas dari 

kekerasan. Hanya 40% perempuan yang mencari bantuan dalam bentuk apa 

pun setelah mengalami kekerasan. Sedangkan menurut teori peran organisasi 

internasional yang dikembangkan oleh Clive Archer, peran organisasi 

internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: sebagai instrumen, 

sebagai arena dan sebagai aktor independen (Archer, International 

Organizations Third Edition, 2014) 

UN Women adalah salah satu entitas PBB yang bertanggung jawab 

untuk memajukan hak perempuan dan kesetaraan gender di seluruh dunia. 

Dalam konteks teori peran OI menurut Clive Archer, UN Women dapat 

dianggap sebagai organisasi yang memiliki peran instrumen, arena dan aktor 

independen. 

1. Peran sebagai instrumen: UN Women memiliki peran sebagai instrumen 

bagi Indonesia dalam membantu menyusun strategi untuk mengatasi 

terkait isu kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan berbasis gender 
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serta melakukan pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi 

SDGs (Mahardika, 2021). Dalam memperjuangkan kepentingan politik 

luar negerinya, Indonesia menggunakan UN Women sebagai instrumen 

terkait isu kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan 

dalam urusan politik luar negeri di Kementerian Luar Negeri RI dimana 

Indonesia yang merupakan negara berdaulat dan merupakan salah satu 

negara anggota PBB (Prajuli & Yustikaningrum, 2018). 

2. Peran sebagai arena: UN Women berperan menjadi forum atau wadah 

bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya yaitu 

terkait kekerasan seksual dan bekerja sama serta membantu pemerintah 

Indonesia dalam membuat dan menginisiasi program-program untuk 

mengatasi kekerasan seksual di Indonesia. 

3. Peran sebagai aktor independen: UN Women dapat berperan sebagai aktor 

independen dalam menjalankan misinya mengatasi kasus kekerasan 

seksual terhadap perempuan di Indonesia tanpa paksaan atau kekuatan 

dari pihak luar. 

Sebagai bagian dari pendekatan komprehensif UN Women juga bekerja 

sama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis 

data untuk lebih memahami sifat, skala, dan konsekuensi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak perempuan. Pengumpulan dan analisis data juga 

membantu UN Women memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak 

berhasil untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan menjawab permasalahan utama yaitu bagaimana peran 

UN Women dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di 

Indonesia tahun 2018-2020 serta melihat apa saja upaya yang dilakukan UN 

Women  melalui konvensi, kebijakan, dan program strategis dalam mengatasi 

kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini melihat bagaimana 
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peranan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dapat memberikan 

perubahan dan mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka 

berpikir dimana UN Women sebagai organisasi non-pemerintah internasional 

dalam menangani hal-hal yang berurusan dengan perempuan dan anak 

perempuan dalam hal ini salah satunya adalah kekerasan seksual. Oleh karena 

itu peneliti menggunakan konsep organisasi internasional yaitu melihat peran 

UN Women sebagai instrumen, arena dan aktor independen serta konsep 

sexual gender-based violence. Sehingga peneliti merumuskan alur pemikiran 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk tindakan sosial yang menekankan 

pada cara seseorang dalam menginterpretasikan dan memaknai 

pengalamannya untuk memahami realitas sosial individu. Dalam penelitian 

kualitatif dapat memanfaatkan wawancara, buku harian, jurnal, observasi 

(Mohajan, 2018). 

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah aktivitas situasional 

yang menempatkan pengamat di dunia. Pemelitian kualitatif terdiri dari 

seperangkat praktik material dan interpretatif yang membuat dunia terlihat. 

Praktik-praktik ini mengubah dunia. Mereka mengubah dunia menjadi 

serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, 

foto, rekaman, dan memo. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan 

pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Hal ini berarti nahwa 

peneliti kualitatif mempelajari hal-hal pengaturan alamiahnya, mencoba untuk 

memahami atau menafsirkan fenomena dalam pengertian makna yang dibawa 

orang-orang kepada mereka (Creswell, 2018). 

Adapun lima jenis penelitian kualitatif menurut Creswell, yaitu studi 

narasi, fenomenologi, teori dasar, etnografi, dan studi kasus. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan analisis secara spesifik dan mendalam terhadap suatu kasus, 

program, kejadian, aktivitas maupun proses. Studi kasus juga terbatas pada 

suatu kasus tertentu dan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, peneliti 
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akan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran UN 

Women dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia 

tahun 2018-2020. Analisis tersebut akan dilakukan dalam periode waktu yang 

ditentukan secara spesifik, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. 

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus bagaimana UN Women berperan 

menangani kekerasan terhadap perempuan di mana dalam penelitian ini 

adalah pelanggaran HAM yang dialami perempuan dan anak perempuan 

khususnya kekerasan seksual. Peranan UN Women sebagai instrumen 

berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan UN Women sebagai sarana 

Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya melalui aspek penyusunan 

strategi, pendampingan terhadap lokalisasi dan implementasi SDGs dalam 

mengatasi isu kesetaraan gender, peran UN Women sebagai arena akan diteliti 

melalui bagaimana UN Women sebagai wadah bagi negara-negara anggota 

PBB khususnya Indonesia untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat dan bekerja 

sama terkait aspek dalam membuat suatu kebijakan maupun perjanjian-

perjanjian internasional terkait isu kesetaraan gender, dan peran UN Women 

sebagai aktor independen akan diteliti melalui aspek independensi UN Women 

dalam membuat keputusan dan kebijakan terkait isu kesetaraan gender dan 

kekerasan seksual tanpa adanya kekuatan atau paksaan dari pihak luar 

organisasi.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan 

dokumen seperti buku, jurnal, koran, laporan resmi, artikel, surat kabar serta 

dokumen atau laporan dari website resmi yaitu unwomen.org, 

komnasperempuan.go.id, asiapacific.unwomen.org, kemenpppa.go.id dan 

BP2MI serta lain sebagainya yang berkaitan mengenai Peran UN Women 

dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2018-

2020. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti melakukan teknik 

pengumpulan data studi literatur dan studi dokumen yang merupakan teknik 

pengumpulan data kualitatif. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan 

data melalui jurnal, buku, surat kabar, dan artikel. Studi dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, 

dan laporan dari media. Selain itu peneliti juga menggunakan data berbasis 

internet yang mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian 

atau informasi peristiwa tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian ini 

dan dapat mendukung hasil dari penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis data 

deduktif, yaitu dalam paragraf yang dipaparkan akan menjelaskan ide pokok 

secara umum lalu akan ditarik mengerucut sampai menghasilkan suatu 

kesimpulan. Dalam proses analisis data, peneliti akan menggunakan proses 

analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, 

terdapat tiga tahap dalam menganalisis data, yaitu: (A. Michael Huberman, 

2013) 

a. Kondensasi Data 

Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi atau mengubah data yang muncul 

dalam seperangkat catatan lapangan tertulis, transkrip atau dokumen 

dan materi empiris lainnya. Data kualitatif dapat diubah dengan cara 

seleksi, parafrase dan dimasukan ke dalam pola yang lebih besar. 

b. Penyajian Data 

Secara umum, penyajian data dapat dikatakan sebagai display data dan 

berisi kumpulan informasi yang terorganisir serta terkompresi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan sehingga menjadi 
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lebih ringkas tanpa mengurangi substansinya. Dengan begitu, peneliti 

akan dapat dengan mudah memahami apa yang terjadi dan melakukan 

sesuatu atau menganalisis lebih mendalam guna untuk menarik suatu 

kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis 

data. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pola, penjelasan, 

alur sebab akibat, serta proposisi dari hasil penyajian data untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1Kesimpulan 

Peran UN Women dalam menangani kekerasan seksual terhadap 

perempuan di Indonesia yang didasari pada teori peran internasional menurut 

Clive Archer yaitu peran UN Women sebagai instrumen, sebagai arena dan 

sebagai aktor independen. Dalam perannya menangani tindak kekerasan 

seksual terhadap perempuan, kerjasama yang dilakukan UN Women dan 

pemerintah Indonesia pada tahun 2018-2020 dapat dikatakan terlaksana 

dengan baik walaupun belum sepenuhnya mengalami perubahan yang 

signifikan terhadap jumlah kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia 

karena terbatasnya akses layanan dan pengaduan bagi korban kekerasan 

seksual. Oleh karena itu upaya UN Women dalam perannya sebagai organisasi 

internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, 

dan sebagai aktor independen yan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia 

yaitu sebagai berikut: 

1. Peran sebagai instrumen yaitu UN Women menjadi instrumen bagi 

Indonesia untuk membangun sistem yang lebih kuat dalam melindungi 

PMI perempuan, terutama dalam hal penyediaan perawatan, 

pendampingan, dan fasilitasi kebutuhan hukum di sistem peradilan. Kerja 

sama antara UN Women, Pemerintah Indonesia, dan lembaga lainnya, 

seperti International Organization for Migration (IOM) dan United 

Nations Development Programme (UNDP), penting dalam menjalankan 

program-program seperti Global Compact for Safe, Orderly and Regular 



 74 

 

 

 

Migration (GCM), yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas 

pengelolaan migrasi Indonesia yang responsif gender. Melalui program-

program ini, diharapkan penindasan dan kekerasan terhadap PMI 

perempuan dapat dikurangi dan hak-hak mereka terlindungi dengan lebih 

baik. 

2. UN Women sebagai arena diimplementasikan dengan adanya program 

RAN WPS serta kampanye-kampanye seperti #16Days, UN Women 

memberikan platform bagi para aktivis perempuan, penyintas kekerasan, 

dan berbagai pihak terkait untuk berbagi pengalaman, berdialog, dan 

bersatu dalam  mengatasi kekerasan terhadap perempuan. UN Women juga 

berperan dalam mendorong kerjasama antara pemerintah, DPR, organisasi 

masyarakat, dan komunitas untuk meningkatkan perhatian, pencegahan, 

serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan tema-tema 

yang relevan, seperti Orange the World, UN Women terus menggalang 

dukungan untuk menyuarakan isu kekerasan terhadap perempuan dan 

menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi perempuan. 

3. UN Women sebagai aktor independen dalam konteks ini menunjukkan 

bahwa UN Women mampu bertindak secara otonom dan mengambil posisi 

yang tidak memihak terhadap keputusan pemerintah atau pihak lain yang 

bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuannya. Dalam kasus penundaan 

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di Indonesia, UN 

Women bersama UN dan UNFPA mengeluarkan pernyataan bersama yang 

menunjukkan kekecewaan mereka terhadap keputusan tersebut karena 

dianggap sebagai langkah mundur dalam melindungi hak-hak korban dan 

penyintas kekerasan seksual. Tindakan ini menegaskan bahwa UN Women 

tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program dan proyek yang didanai 

oleh pemerintah atau pihak lain, tetapi juga sebagai advokat yang berjuang 

untuk hak-hak perempuan secara independen. Dengan bersikap tidak 

memihak, UN Women dapat mempertahankan otonomi dan integritasnya 
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sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk menghapus 

kekerasan seksual dan melindungi hak-hak perempuan di seluruh dunia. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil dan kesimpulan yan didapatkan dari penelitian ini, 

penulis mengajukan saran kepada seluruh pemanku kepentingan dan kepada 

para akademisi hubungan internasional : 

a. Kepada para stakeholder untuk menjadikan permasalahan kekerasan 

seksual berbasis gender sebagai permasalahan bersama dan prioritas utama 

untuk segera diberantas. Terkhusus untuk UN Women dan pemerintah 

Indonesia untuk melakukan upaya-upaya, kebijakan, dan strategi yang 

lebih efektif dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran hak asasi 

perempuan sehingga permasalahan ini dapat diberantas dan jumlah korban 

kekerasan dapat berkurang. 

b. Kepada para akademisi hubungan internasional untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan 

yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, karena program yang dilakukan 

akan semakin banyak mengingat Indonesia perlu bangkit pasca pandemi 

COVID-19. Dengan demikian akan mudah membuat perbandingan pada 

latar belakang, faktor terjadinya kekerasan seksual, serta berbagai solusi 

penanganan kekerasan berbasis gender yang dilakukan UN Women dan 

pemerintah Indonesia di tengah pandemi COVID-19. 
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